LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 105 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 268 TAHUN 2023
TENTANG TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang :a. bahwa sehubungan dengan adanya pembaruan daftar
Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, sehingga diperlukan penyempurnaan
terhadap daftar nama Tim Asesor Internal Pemantauan
dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah tentang Perubahan atas Keputusan Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 268 Tahun 2023 tentang Tim Asesor Internal

Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan
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Berbasis Elektronik di Lingkungan Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007
tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 144);

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 112);

4. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 145 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Di Lingkungan Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 268 TAHUN 2023
TENTANG TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN
EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH.
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KESATU : Menetapkan Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di
Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP), yang selanjutnya disebut dengan Tim
Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi SPBE LKPP yang
mempunyai tugas sebagaimana yang tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi SPBE LKPP
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terdiri atas
Koordinator SPBE, Penanggung Jawab, Pelaksana Entri
Data, Anggota Tim Asesor Internal dan Sekretariat Tim
Asesor Internal dengan susunan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim
Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi SPBE LKPP
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Lampiran II dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 268 Tahun 2023
Tentang Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
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KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Juli 2025
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
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